52

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik Kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Pengawasan terhadap DLH Kabupaten Siak terhadap izin usaha dan izin
lingkungan yang didasarkan pada hasil uji kelayakan lingkungan hidup,
yang disertai dengan memiliki dokumen AMDAL sudah dilaksanakan
dengan baik. DLH ini memiliki peran kunci dalam menjaga
keseimbangan antara kegiatan industri dan perlindungan lingkungan.
DLH Kabupaten Siak Sri Indrapura juga melakukan pengawasan 2 kali
oleh bidang P3KLH dalam satu tahun serta mendapat laporan mengenai
limbah setiap 6 bulan sekali dari laporan PTPN V Lubuk Dalam. Untuk
memantau kinerja lingkungan secara berkala untuk mengevaluasi
dampak nyata dari kegiatan industri PTPN V Lubuk Dalam terhadap
lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa setiap proyek industri mematuhi regulasi lingkungan
yang ketat melalui penerbitan dokumen AMDAL dan Uji Kelayakan
serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap
implementasi izin tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak

Sri Indrapura, seperti kurangnya jumlah pejabat pengawas lingkungan
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hidup. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas pengawasan yang
seharusnya dilakukan. Dan keterbatasan teknologi yang ada,
berpengaruh pada efektivitas pengawasan. Keterbatasan ini
mengakibatkan ketergantungan pada laboratorium pihak ketiga, seperti
Laboratorium PT. Mutu Agung yang terakreditasi dan teregistrasi KLLH,

untuk melakukan analisis parameter lingkungan.

Berdasarkan Kesimpulan yang diatas penulis menyampaikan saran sebagai

berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dapat lebih meningkatkan
efektivitas pengawasan, diperlukan penambahan jumlah pejabat
pengawas serta investasi dalam teknologi dan alat ukur lingkungan
yang memadai, sehingga proses pemantauan dan penilaian dapat
dilakukan dengan lebih akurat, serta mengurangi ketergantungan
pada laboratorium eksternal. Selain itu, penting untuk
mengeksplorasi pelatihan dan peningkatan kepasitas bagi pejabat
pengawasan yang ada, guna meningkatkan keterampilan mereka
dalam menggunakan teknologi terbaru dan mengelola data
lingkungan secara efisien.

2. PTPN V Lubuk Dalam perlu memegang prinsip kehati-hatian dalam
perizinan sebagai upaya pencegahan pencemaran berjalan dengan
baik dan langkah yang benar dalam pengelolaan limbah yang

dimanfaatkan kembali sebagai pupuk. Dan yang menjadi penting
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yaitu ditingkatkannya pemantauan terhadap pengelolaan limbah
agar tidak terjadi pencemaran yang dapat merusak lingkungan

sekitar.
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